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Fenomena Tumpukan Sampah Yang Berserakan Sering Ditemui di
Beberapa Titik Pada Jalur Pendakian

Audiensi dengan Bapak Bupati Adnan Purichta Ichsan SH, MH. selaku
Kepala Daerah Kabupaten Gowa
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN
Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Km.8, Tamalanrea, Makassar

Email : ksdasulsel@menlhk.go.id

SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)
Nomor: SI. 8  /K.8/BIDTEK/KSA/3/2021

DASAR : 1. 'Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/Menhut-l/2014 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-SET/2011 tentang Tata
Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
3. Surat Permohonan Wakil Dekan Bidang Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
Nomor 600/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan |zin Masuk Kawasan Konservasi :

Kepada . Fadel Muhammad Bahar Nur

Untuk . Kegiatan Penelitian Berjudul “Pengawasan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten
© Gowa”

Di Lokasi : TWA Malino, Kabupaten Gowa

Waktu 15 - 28 Maret 2021

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Petugas Seksi Konservasi Wilayah IV atau Petugas Taman Wisata Alam
setempat.

2. Didampingi petugas dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan atau Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa atau pengelola kawasan
yang dikunjungi dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKS/ ini.

3. Menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatal
berupa: A
a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/ pendidikan/ penjelajahan/ cinta alam/ jurnalistik atau ;

b. Copy film/ video/ foto jadi untuk pembuatan film/ video/ pengambilan foto

4 Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi
tanggungjawab pemegang SIMAKSI ini.

5. Komersialisasi hasil kegiatan peneliian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi
yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara yang besamya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.

6. Khusus untuk pembuatan film/ video, dalam film/ video yang dibuat wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Tidak mengganggu dan merusak Tumbuhan dan satwa di sekitar lokasi tersebut.

8.  SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.

Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di  : Makassar

z g 115 Maret 2021

jesar, )

v

Fadel Muhammad Bahar Nur - S¥ Mifiluri, M.Sc.

Tembusan : Disalin/di oleh ng izin disampaikan Kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem;

2. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;

3. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;

4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV.
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Gedung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan maluku It.4
JI. Perintis Kemerdekaan Km. 17, Sudiang-Makassar,
Telp.0411-8954401, Faks. 0411-8954402 Email : bpphlhksulawesi@yahoo.com

- 7 S AR (90242 :
Nomor : S.'BB“[ /BPPHLHK.3/T U/LIT/4/2021 Iy April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Pengambilan Data Penelitian

Yth. Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin
Di -
Makassar

Berkenaan dengan surat Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin
Nomor : 600/UN4.5.1/PT.01.04/202 tangggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum atas nama :

Nama :  Fadel Muhammad Bahar Nur

Nomor Pokok : B01218107

Program : Magister (S2)

Program Studi ¢ Ilmu Hukum

Konsentrasi :  Hukum Tata Negara

Judul Penelitian  : Pengawasan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Kabupaten Gowa
Pembimbing : Prof. Dr. Irwansyah. S.H., M.H (Ketua)
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H (Anggota)

Telah melakukan pengambilan data dan wawancara di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Tembusan :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK
2. a.n Fadel Muhammad Bahar Nur




PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jin.. Bajiminasa No.14 Telp. (0411).873181 - 854638 Fax (0411) 873182 F-mail dishut@upg.mega.net.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

MAKASSAR 90126
Makassar, 30 Maret 2021

Kepada
! 42344/807/DISHUT Yth.  Wakil Dekan Bidang Akademik,
: Biasa Riset dan Inovasi UNHAS Makassar
. Di-
: Penyelesaian Penelitian Makassar

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Wakil
Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor
600/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal
Permohonan ljin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
NIM : B012181073

Telah selesai melakukan Penelitian pada Dinas Kehutanan Provinsi

Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

—

'Pa.r'l‘g"kaf embina Utama Muda
Nip.19631231 199703 1 020
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor  : 12222/S.01/PTSP/2021 . KepadaYth.
Lampiran : Bupati Gowa
Perihal  : Izin Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UNHAS Makassar Nomor : 2312/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 10 Maret 2021
perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FADEL MUHAMMAD BAHAR NUR
Nomor Pokok : B012181073

Program Studi : Hmu Hukum

Pekerjaan/Lembaga = Mahasswa(SZ)

Alamat : Ji. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul
" PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG BAWAKARAENG KABUPATEN GOW,
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 76 Maret s/d 16 Mei 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya _ kami menyetulut kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penélitian.

Dokumen ini ditandatangani a elektronik dan Surat ini dapat dlbukﬁkan keashannfra dengan menggunakan
barcode,

Demikian surat izin peneMsan ini diberikan aganﬁpergunakan sabagélmana mes!mya

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Maret 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

ST B

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 16-03-2021

3 Ji.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231




